ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN ATAS KELALAIAN DALAM
PENATALAKSANAAN LIMBAH MEDIS
DI BANDAR LAMPUNG

Oleh:
Velia Dwi Permata Putri

Subdit Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda
Lampung mulai melakukan penyelidikan terkait pembuangan limbah medis di
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, Teluk Betung Bandar Lampung.
Sebelumnya Kasubdit Tipidter 1V Ditreskrimsus Polda Lampung turun langsung
ke TPA Bakung melakukan penyelidikan terkait laporan penemuan sampah medis
B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ditumpukan sampah seluas 20 meter persegi
tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah
penanggulangan atas kelalaian dalam penatalaksanaan limbah medis di Bandar
Lampung dan 2) Apa sajakah faktor penghambat penanggulangan atas kelalaian
dalam penatalaksanaan limbah medis di Bandar Lampung.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan
adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi
kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri
dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung, Diterkrimsus Polda Lampung dan Dosen
Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data yang
digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penanggulangan atas kelalaian dalam
penatalaksanaan limbah medis di Bandar Lampung dilakukan dengan dua cara
yaitu upaya penal dan non penal. Upaya penal dilakukan dengan cara menerapkan
sanksi pidana terhadap pihak yang secara sah dan menyakinkan melakukan
kelalaian dalam penatalaksanaan limbah medis, sedangkan upaya non penal
dilakukan cara penyelesaian sengketa secara administratif terhadap orang maupun
intsansi rumah sakit atas atas kelalaiannya dalam penatalaksanaan limbah medis.
(2) Faktor penghambat penanggulangan atas kelalaian dalam penatalaksanaan
limbah medis di Bandar Lampung berasal faktor perundang-undangan seperti
penerapan undang-undang yang belum tegas terhadap orang atau instansi yang
melakukan kelalaian dalam pengelolaan limbah medis. Faktor penegak hukum
pun dapat menjadi faktor penghambat seperti kurangnya jumlah petugas penegak
hukum yang ahli dalam bidang lingkungan khususnya limbah dan kurangnya
koordinasi antar penegak hukum seperti koordinasi pihak kepolisian dengan dinas
lingkungan hidup serta pihak terkait lainnya. Serta faktor sarana dan fasilitas yang



mendukung, terutama sarana dan fasilitas limbah yarVelia Dwi Permata Putrig
masih kurang.

Berdasarkan simpulan di atas, hendaknya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk
mengoptimalkan penanggulangan atas kelalaian dalam penatalaksanaan limbah
medis melalui badan-badan yang terkait lebih tegas lagi dalam melakukan
pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan terhadap rumah sakit khususnya
pada sistem penatalaksanaan limbah medis. Pengawasan dan pembinaan agar
rumah sakit dapat mematuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang
berlaku dengan melakukan penyuluhan mengenai bahaya pembuangan limbah
medis terhadap manajemen rumah sakit. Serta bekerja sama dengan pihak
Kepolisian dalam penyelidikan kelalaian dalam penatalaksanaan limbah medis
olen rumah sakit. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar
Lampung dalam rangka mengatasi faktor penghambat penanggulangan atas
kelalaian dalam penatalaksanaan limbah medis untuk membentuk sebuah tim
untuk bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum lingkungan terkait
pembuangan limbah medis di wilayah Kota Bandar Lampung sehingga dapat
memudahkan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
penatalaksanaan limbah medis oleh rumah sakit.
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